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ABSTRAK 

 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak merupakan pengkajian 

kembali dari kelanjutan kebijakan tax amnesty yang terwujud melalui Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam upaya peningkatan penerimaan 

pajak dan kepatuhan wajib pajak yang lebih, diupayakan alternatif 

pengimplementasiannya agar dapat diukur tingkat efektivitasnya. Tujuan utama 

dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi serta 

efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak di Bali.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 

pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan sekunder yang meliputi hasil wawancara dan penelusuran data milik 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, serta observasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari program 

pengungkapan sukarela yang sesuai dengan payung hukum yang berlaku, dengan 

dimulai dari persiapan pelaksanaan dan berbagai upaya yang dilakukan, dengan 

beberapa kendala yang dialami yaitu singkatnya periode program pengungkapan 

sukarela, sehingga sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang maksimal. 

Kemudian, efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak 

dinyatakan tidak efektif dengan perolehan sebesar 33,64% dengan kriteria 

kontribusi sangat kurang yaitu sebesar 0,0127%, serta efektivitasnya terhadap 

kepatuhan wajib pajak juga dinyatakan tidak efektif dengan perolehan sebesar 

0,348% dengan kriteria kontribusinya yang juga sangat kurang yaitu sebesar 

1,378%.  

 

Kata kunci: efektivitas, program pengungkapan sukarela, penerimaan pajak,  

 kepatuhan wajib pajak 
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EFFECTIVENESS OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM ON TAX 

REVENUES AND TAX PAYERS COMPLIANCE IN BALI 

  
A. A. Sagung Istri Praminia 

1815644005 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali) 

  

ABSTRACT 
  

The Tax Payers Voluntary Disclosure Program (VDP) is a review of the 

continuation of the tax amnesty policy which was realized through the Tax 

Regulation Harmonization Law (UU HPP) which was passed into Law Number 7 

of 2021. In an effort to increase tax revenue and more tax payers compliance, 

alternatives to its implementation are sought so that the level of effectiveness can 

be measured. The main objective of this study is to explain and determine the 

implementation and effectiveness of the voluntary disclosure program on tax 

revenue and tax payers compliance in Bali.  

This research is a type of qualitative research with a descriptive approach 

method. The data sources used in this study are primary and secondary data which 

includes interview results and data tracing belonging to the Regional Office of the 

Directorate General of Taxes Bali. The data collection techniques carried out in 

this study were interview, documentation, and observation. 

The results of this study show that the implementation of the voluntary 

disclosure program is in accordance with the applicable legal law, starting from 

the preparation of the implementation and various efforts made, with several 

obstacles experienced, namely the short period of the voluntary disclosure 

program, so that the socialization carried out is less than optimal. Then, the 

effectiveness of the voluntary disclosure program on tax revenues was declared 

ineffective with an acquisition of 33.64% with a very less contribution criterion of 

0.0127%, and its effectiveness on tax payers compliance was also declared 

ineffective with an acquisition of 0.348% with the contribution criterion which was 

also very lacking, namely 1.378%.  

  

 Keywords: effectiveness, voluntary disclosure program, tax revenues,  

 tax payers compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan suatu proses pembaharuan yang 

terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

sehingga kebutuhan jumlah modal untuk melakukan pembangunan tersebut 

tidaklah sedikit. Berdasar kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(selanjutnya disebut APBN) selama beberapa tahun terakhir, salah satu sumber 

dana dalam negeri yang terbesar adalah dari sektor pajak (Badan Pusat 

Statistik, 2022).  

Meskipun penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, penerimaan 

pajak tidak pernah berhasil mencapai atau bahkan melampaui target APBN. 

Sampai dengan pada tahun 2020, target dan realisasi penerimaan pajak APBN 

yang diperoleh dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2015-2020 

Tahun 
Target 

(Triliun Rupiah) 

Realisasi 

(Triliun Rupiah) 
Persentase 

2015 1.294,25 1.060,86 81,9 % 

2016 1.355,20 1.105,97 81,6% 

2017 1.283,57 1.151,13 89,7% 

2018 1.424,00 1.315,51 92,2% 

2019 1.557,56 1.332,06 84,4% 

2020 1.198,82 1.069,98 89,3% 

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan DJP, tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak 

negara mengalami kondisi yang fluktuatif. Realisasi penerimaan pajak terbesar 

yang diperoleh pada periode tersebut diterima pada tahun 2018 sebesar Rp 

1.315,51 triliun rupiah atau sebesar 92,2% dari target yang telah ditetapkan, 

apabila dibandingkan dengan tahun lainnya, realisasi penerimaan pajak masih 

berada di bawah 90% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.  

Belum terpenuhinya target penerimaan pajak yang terjadi beberapa 

tahun terakhir ini terindikasi oleh belum maksimalnya angka kepatuhan wajib 

pajak (WP). Kepatuhan WP diyakini sebagai poin penting bagi pemerintah 

karena rendahnya kepatuhan akan berimplikasi pada penurunan pendapatan 

pajak (Abdi Pradnyani et al., 2022). Sampai dengan pada tahun 2020, data dari 

rasio kepatuhan WP di Indonesia dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 

Rasio Kepatuhan WP di Indonesia Periode Tahun 2015-2020 

Tahun 

WP Yang Wajib 

Penyampaian SPT  

(Juta) 

WP Yang 

Menyampaikan SPT 

(Juta) 

Rasio 

Kepatuhan 

2015 18,16 10,97 60,41% 

2016 20,17 12,25 60,75% 

2017 16,60 12,04 72,58% 

2018 17,65 12,55 71,10% 

2019 18,33 13,39 73,06% 

2020 19,01 14,76 77,63% 

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan DJP dan www.pajakku.com, tahun 2022 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa beberapa tahun terakhir rasio 

kepatuhan formal wajib pajak mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi 

tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2015, berlakunya tax amnesty di 
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tahun 2016 menyebabkan rasio kepatuhan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan karena salah satu syarat dalam mengikuti program tersebut adalah 

melaporkan SPT Tahunan, lalu rasio kepatuhan mengalami penurunan kembali 

menjadi 71,10% pada tahun 2018, dan meningkat kembali hingga tahun 2020 

mencapai rasio kepatuhan sebesar 77,63%. Hal ini membuktikan bahwa rasio 

kepatuhan pajak hanya meningkat tipis dan belum mencapai dari standar yang 

ditetapkan OECD (Organization of Economic Co-operation and Development) 

yaitu tingkat kepatuhan sebesar 85% (Suwiknyo, 2019). Hasil tersebut tidak 

sebanding dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi 

wajib pajak.  

Belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak, menyebabkan 

pemerintah di bawah kendali Menteri Keuangan Republik Indonesia mengkaji 

kembali kelanjutan dari tax amnesty yang pernah dilaksanakan dari tahun 2016 

hingga 2017 (Hasanah et al., 2021). Bagi beberapa negara seperti India, 

Irlandia, Afrika Selatan dan Italia, tax amnesty merupakan salah satu terobosan 

yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak dengan 

memberikan pengampunan pajak kepada tax payers (Kurniawati, 2017). Selain 

itu, tax amnesty juga berfungsi sebagai penghimpun pajak dalam jangka waktu 

yang relatif singkat dan sebagai upaya dalam meminimalisir penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Edy et al., 2017).  

Selain belum maksimalnya angka kepatuhan wajib pajak tersebut, 

pertimbangan lain yang menyebabkan munculnya kajian ini berasal dari 

fenomena kondisi lain yang menjadi perhatian hingga saat ini yaitu pandemi 
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covid-19 yang berdampak buruk pada seluruh sektor, termasuk perekonomian 

yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini masih dibawah target (Safri, 

2021).  

Pengkajian kembali tax amnesty oleh pemerintah terealisasi pada 

tanggal 29 Oktober 2021. Pemerintah mengeluarkan terobosan dalam bentuk 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut 

sebagai UU HPP) yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Terobosan 

diterbitkannya UU ini diharapkan dapat mendorong memulihkan ekonomi 

negara untuk menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum, serta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak secara sukarela (Hasanah et al., 2021). Salah satunya yang merupakan 

kelanjutan dari tax amnesty pada 2016 silam adalah tentang Program 

Pengungkapan Sukarela (selanjutnya disebut sebagai PPS)  

PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk 

melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi 

secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan 

pengungkapan harta yang belum dideklarasikan saat periode tax amnesty dan 

yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan periode 

2016 hingga 2020. Kemenkeu melalui Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo 

menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk membangun basis tingkat 

kepatuhan yang lebih (Pratama, 2022). Selain itu, pemerintah juga mengklaim 

konsekuensi yang akan diperoleh oleh wajib pajak saat PPS ini adalah otoritas 
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pajak memiliki peluang untuk mengidentifikasi perolehan harta wajib pajak 

secara lebih luas melalui basis data dari pertukaran data otomatis (Automatic 

Exchange of Information/AEOI) serta data Institusi, Lembaga, Asosiasi dan 

Pihak Lain (ILAP) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya pengadaan kebijakan 

program pengungkapan sukarela ini menjadi tantangan kembali bagi para 

lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengimplementasikan. Hal ini 

dikarenakan tercapainya tujuan dari program tersebut tidak luput dari adanya 

efektivitas dari program yang dilaksanakan.Tidak terkecuali juga seperti yang 

terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (selanjutnya disebut 

Kanwil DJP Bali).  

Kanwil DJP Bali merupakan salah satu institusi yang mengemban 

amanah untuk menjalankan kebijakan perpajakan terkhususnya di Provinsi 

Bali. Nader Sitorus selaku Kepala Kanwil DJP Bali yang pernah menjabat 

sebelumnya mengatakan bahwa partisipasi wajib pajak di Bali yang 

mendeklarasikan kekayaannya saat pelaksanaan tax amnesty periode tahun 

2016 hingga 2017 sangatlah rendah atau hanya mencapai 3,5 persen saja dari 

jumlah WP terdaftar sebanyak 694,3 ribu WP, padahal Pulau Bali merupakan 

provinsi yang lebih sejahtera dari daerah lain dengan kemungkinan 

pendeklarasian harta yang tinggi. Sementara itu juga dari jumlah penyampaian 

SPT saat itu hanya sebanyak 292,8 ribu yang dilaporkan dari total 400,4 ribu 

kewajiban. Rendahnya hasil tersebut tentu hanya berkontribusi sedikit pada 

hasil kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada masa tax amnesty tersebut, 
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walaupun saat itu hasil kepatuhan cukup meningkat. Permasalahan tersebut 

terindikasi dari kurangnya kesadaran dari masyarakat yang belum menganggap 

tax amnesty penting, dan terdapat dugaan bahwa masyarakat tidak ingin uang 

mereka dikeluarkan untuk negara, sehingga pelaksanaan dari tax amnesty 

terbilang belum efektif (Divianta, 2017).  

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Widana et al. (2018) 

yang menunjukkan hasil bahwa tax amnesty yang dilakukan di KPP Pratama 

Singaraja kurang efektif atau belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan 

pajak, hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dan 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian penelitian yang dilakukan 

Sastri dan Datrini (2018) dengan penelitiannya yang menganalisis upaya 

peningkatan penerimaan pajak pasca tax amnesty di Kanwil DJP Bali 

memperoleh hasil jumlah wajib pajak yang ikut serta  hanya sebanyak 974 ribu 

pelaporan SPH, dan jumlah tersebut tidak sebanding dengan potensi pajak di 

tanah air  

Terkait hasil dari masa kebijakan tax amnesty tersebut, terbitnya 

lanjutan kajian PPS ini tentu menjadi tantangan kembali untuk Kanwil DJP 

Bali dalam pengimplementasiannya, dengan kata lain program ini dapat 

menjadi peluang bagi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhannya dan 

berkontribusi dalam menambah penerimaan pajak di Bali. Terlebih saat ini 

pandemi covid-19 cukup mempengaruhi turunnya pendapatan di berbagai 

sektor di Bali. Sehingga dalam menjalankan PPS ini, para petugas pajak di area 

Kanwil DJP Bali lebih berupaya untuk menemukan cara yang tepat dengan 
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harapan mampu menjadi peluang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan penerimaan pajak sebagai salah satunya untuk kontribusi perekonomian di 

Bali, termasuk dari upaya yang sebelumnya pernah dilakukan pada saat tax 

amnesty agar kebijakan ini berjalan efektif (Sari, 2018). Dwi Astuti selaku 

Kasubdit Hubungan Masyarakat DJP menyatakan bahwa kebijakan PPS akan 

memiliki ketentuan implementasi yang jauh lebih sederhana dibandingkan 

program tax amnesty tahun lalu, termasuk juga dari sisi tata caranya yang diatur 

dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021, dengan kesederhanaan 

implementasinya diharapkan mendapat respon yang positif dari masyarakat 

dan memiliki kesadaran untuk mengikuti PPS ini (Setiawan, 2021) 

Dari uraian tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk meneliti lebih 

jauh terkait efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan 

pajak dan kepatuhan wajib pajak terkhususnya di Provinsi Bali, dengan 

penelitian ini mengambil judul yaitu “Efektivitas Program Pengungkapan 

Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Bali”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi dari program pengungkapan sukarela di 

Bali? 

2. Bagaimana efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap 

penerimaan pajak di Bali? 
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3. Bagaimana efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap 

kepatuhan wajib pajak di Bali? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memfokuskan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah 

dirumuskan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya 

membandingkan efektivitas program pengungkapan sukarela dengan jumlah 

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Bali selama periode 

berlakunya program pengungkapan sukarela wajib pajak yang dimulai dari 1 

Januari hingga 30 Juni 2022. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi dari program 

pengungkapan sukarela yang dilakukan di Bali. 

b. Untuk mengetahui efektivitas dari program pengungkapan sukarela 

terhadap penerimaan pajak di Bali.  

c. Untuk mengetahui efektivitas program pengungkapan sukarela 

terhadap kepatuhan wajib pajak di Bali. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain: 
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a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan 

mengenai efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap 

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Bali. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan mendorong mahasiswa terkait 

implementasi ilmu di bidang perpajakan yang telah diemban.  

2) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk 

memperkaya referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa 

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali tentang efektivitas dari 

program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali. 

3) Bagi Kanwil DJP Provinsi Bali 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

sumbangan pemikiran mengenai efektivitas dari program 

pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

efektivitas program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak di Bali, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengimplementasian dari program pengungkapan sukarela wajib pajak 

telah didasari dengan payung hukum yang jelas terkait Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Undang-undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan turunannya melalui PMK-

196/PMK.03/2021 sehingga memperjelas pihak yang berwenang dalam 

mengimplementasikannya. Selain itu, adapun tahapan persiapan dan 

berbagai upaya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kanwil DJP 

Bali dapat terbilang cukup baik atas ketersediaan melakukan edukasi 

secara internal kepada pihak internalnya, serta melakukan berbagai 

edukasi eksternal atau sosialisasi kepada wajib pajak melalui tatap muka 

secara langsung maupun melalui media sosial. Selama menjalankan 

kebijakan tersebut, pihak Kanwil DJP Bali merasakan sedikit kendala 

dalam pengimplementasiannya, hal tersebut dikarenakan periode dari PPS 

ini yang ditetapkan cukup singkat, sehingga kurang memaksimalkan 

sosialisasi edukasi secara eksternal kepada wajib pajak. 
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2. Tingkat efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap 

penerimaan pajak dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022 yang 

terlaksana di Bali tergolong kriteria tidak efektif dengan persentase kurang 

dari 60%, dengan perolehan sebesar 33,64% yang terhitung dari 

perbandingan realisasi penerimaan PPS dengan target yang diasumsikan 

melalui target PPh Final, dengan hasil kontribusinya terhadap penerimaan 

pajak di Bali selama semester I tahun 2022 hanya sebesar 0,0127% dengan 

tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi. 

3. Tingkat efektivitas dari program pengungkapan sukarela terhadap 

kepatuhan wajib pajak dari periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022 yang 

terlaksana di Bali tergolong kriteria tidak efektif dengan persentase 

perolehan sebesar 0,348% yang terhitung dari perbandingan realisasi wajib 

pajak yang menjadi peserta PPS dengan target yang diasumsikan melalui 

wajib pajak yang terdaftar di Bali dan kriteria yang disesuaikan dengan 

masing-masing kebijakan PPS, dengan hasil kontribusinya terhadap 

kepatuhan wajib pajaknya hanya sebesar 1,378% dengan tergolong kriteria 

sangat kurang berkontribusi. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Kanwil DJP 

Bali untuk dapat meningkatkan efektivitas dari pengimplementasian kebijakan 

yang dibangun oleh pemerintah yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang akan diperoleh serta 

kepatuhan dari wajib pajak kedepannya. Selain itu, dapat menjadi bahan 
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evaluasi jika selanjutnya kebijakan lain akan diterbitkan, untuk lebih 

mempertimbangkan penetapan target kebijakan yang dijalankan agar tertulis 

jelas pencapaian tujuan yang diinginkan dari kebijakan ini, sehingga tidak 

menggunakan asumsi lagi untuk memperkirakan tingkat efektivitasnya. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, adapun saran 

yang dapat penulis berikan agar dapat bermanfaat dalam hal pelaksanaan 

kebijakan pemerintah terkait perpajakan selanjutnya yaitu: 

1. Melihat dari hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan tingkat 

efektivitas penerimaan pajak yang masih belum maksimal, maka kegiatan 

penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap wajib pajak perlu diperluas 

kembali, sehingga wajib pajak yang sebelumnya tidak peduli dengan 

kewajiban perpajakannya akan dapat memahami dan memperdulikan 

pentingnya kontribusi perpajakan tersebut. 

2. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali dapat 

mempersiapkan terlebih dahulu pendataan bagi wajib pajak yang perlu 

memenuhi kewajibannya, dan target yang ditentukan dijelaskan secara 

tertulis agar kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat terlaksana sesuai 

dengan tujuan atau melampaui dari target yang ditentukan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan meninjau kembali terkait detail 

penerimaan program pengungkapan sukarela dan kepatuhan wajib 

pajaknya dan dibandingkan dengan satu tahun pajak penuh, agar terlihat 

lebih jelas pencapaiannya dan bukan melalui target asumsi kembali. 
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